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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai undang undang nomer 23 tahun 2002 bahwa anak memiliki
hak untuk dilindungi baik oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, bangsa
dan Negara. Hak anak dalam hal ini berdasarkan pada perlindungan
khusus yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban
penculikan penjualan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban
perlakukan salah dan penelantaran.! Berdasarkan dari penjelasan bahwa
anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai hal. Kondisi semacam
ini di Indonesia masih dikatakan kurang. Sebab jika berpacu pada undang-
undang maka pemerintah atau Negara kurang antusias dalam menanggapi

masalah yang berkaitan pada anak.

! Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Tingkat perlindungan terhadap anak yang masih sangat minim
membuktikan bahwa ketidakberhasilan pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan tentang anak. Berdasarkan UU No. 4
Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ditegaskan adanya 4 hak untuk
anak. Yaitu: anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dari keluarga maupun dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kedua, anak
berhak atas pelayanan untuk pengembangan kemampuan dan kehidupan
sosialnya. Ketiga anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik
semasa didalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ke empat, anak
berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembanganya
dengan wajar.> Jika melihat penjelasan hak anak maka sebenarnya
Indonesia memiliki perhatian yang lebih terhadap tumbuh kembangnya
anak. Realitas yang ada dilapangan menunjukkan bahwa masih belum
terpenuhinya hak-hak anak. Kekerasan terhadap anak yang seringkali
menimpa pada perempuan menjadikan bahwa masih minimnya tingkat
kepedulian terhadap perempuan. Kota-kota kecil dimana masyarakatnya
yang masih mendiskriminasi perempuan menjadi alasan juga terjadinya
kekerasan terhadap anak terlebih terhadap perempuan. Mengingat bahwa
diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan hak dan

penghargaan terhadap martabat manusia.

2 HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam, (Jurnal skripsi Mahasisiwa
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).



Oleh karena itu kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
pada tahun 2005 memperkenalkan kota layak anak melalui kebijakan kota
layak anak dengan tujuan agar dapat mengakomodasi pemerintah
kabupaten. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa kota layak anak
merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat
konvensi hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan
intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang
layak anak. Kabupaten atau kota bisa dikatakan sebagai kota layak anak
jika sudah terpenuhinya lima klaster untuk hak anak yaitu: Pertama,
kelompok hak sipil dan kebebasan. Kedua, kelompok lingkungan keluarga
dan pengasuhan. Ketiga, kelompok kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Keempat, kelompok pendidikan. Kelima, perlindungan khusus.

Di Jawa Timur kota layak anak ini sudah menyebar di beberapa
kota. Pemerintah kabupaten Lamongan menggagas bahwa Lamongan
sebagai kota layak anak, ini juga diapresiasi olenh pemerintah provinsi.
Program ini sudah disosialisasikan kepada perwakilan beberapa
kecamatan. Jadi, kebijakan yang digalang oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan ini sudah mulai merata seluruh kota yang ada di
Indonesia. Sesuai dengan Undang Undang nomer 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan
perlindungan dan juga berhak mendapatkan hak-hak atas anak. Oleh
karena itu program kota layak anak dapat digunakan sebagai alat untuk

membantu mengimplementasikan kepentingan atas anak dan juga dapat



digunakan sebagai alat untuk memperkecil kekerasan terhadap anak. Maka
sebenarnya program ini dapat difungsikan untuk memberikan hak

kepentingan kepada anak.

Tingkat kekerasan yang terjadi di Kabupaten Lamongan setiap
tahunnya terjadi peningkatan seperti, kekerasan seksual. Di tahun 2015
kekerasan seksual di Lamongan yang telah dilaporkan ke polisi 4 kasus
namun pada tahun 2016 kekerasan seksual ini cukup meningkat yaitu 15
kasus jumlah yang masuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
(PPA).? Untuk itu pemerintah kabupaten Lamongan menggagas tentang
kota layak anak dengan tujuan agar dapat meminimalkan kekerasan
terhadap anak selain itu juga bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, pemerintah bermaksud agar kota layak anak ini
dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu,
keterlibatan orang tua juga sangat berpengaruh dalam hal ini karena,
kekeraan sering terjadi atau sering dilakukan oleh keluarga terdekat. Jadi,
masih banyak yang harus dilakukan pemerintah kabupaten Lamongan
untuk memberikan pemenuhan hak terhadap anak dan untuk memperkecil

angka kekerasan terhadap anak setiap tahunnya.

3 http://surabaya.tribunnews.com (diakses pada Selasa, 28 Februari 2017, pukul 10.20)



. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang

masalah, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Apa saja pelayanan dan inovasi pelayanan yang diberikan pemerintah
kabupaten Lamongan dalam pemenuhan hak anak?
2. Apa kendala pemerintah kabupaten dalam pemenuhan hak terhadap

anak?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti berjutua untuk:

1. Mendiskripsikan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan
dalam pemenuhan hak anak.
2. Mendiskripsikan kendala apa saja yang dirasakan oleh pemerintah

dalam memenuhi hak terhadap anak.

. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber pengetahuan dalam bidang pemenuhan hak

anak tentang pelayanan pemerintah dalam memenuhi hak anak juga



kendala yang dirasakan oleh pemerintah dalam menangani kekerasan

terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cpntoh
positif bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang
berpihak terhadap anak dan memberikan sumbangsi pikiran dapat
meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya dalam bidang

pengembangan kabupaten/kota layak anak.

E. Definisi Konseptual

1. Kota Layak Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 5
September 1990. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam
menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini tertuang dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan,

pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan
pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk



mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota
Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian
disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan
bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk
mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka
hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti
kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Kota Layak Anak
dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai
dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam
menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak
ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang

terbaik bagi kepentingan anak.

Tujuan dari inisitif KLA adalah untuk mengintegrasikan hak-
hak anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota; untuk melaksanakan
kebijakan kabupaten/kota yang layak anak; untuk memobilisasi dan
mengintegrasikan sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana
dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
dalam rangka menciptakan kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-
hak anak; untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi,
program, kegiatan, dan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan
dan kepentingan terbaik bagi anak; untuk memperkuat peran
pemerintah kabupaten/kota, dalam menyatukan tujuan pembangunan

daerah di bidang perlindungan anak; untuk mempercepat kemampuan



keluarga, masyarakat, dunia usaha di pemerintahan kabupaten/kota
dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan untuk
menyusun dan memantau kerangka kebijakan  pemerintah

kabupaten/kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan.”
F. Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

adalah:

1. Skripsi karya Muhammad Erwin Dianto, tahun 2015 melalui judul
Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa
Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa
pada implementasi program KLA terdapat tahapan-tahapan yang
dilakukan oleh implementer. Tahapan tersebut meliputi tahap
interpretasi, tahap  pengorganisasian, tahap  pengaplikasian.
Pengaplikasian program KLA yang dilakukan oleh pemerintah desa
Sendangtirto bekerjasama dengan kader tiap-tiap padukuhan dan
seluruh stakeholders meliputi lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu:
klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster perlindungan, klaster
infrastruktur, serta klaster lingkungan hidup, budaya dan pariwisata.
Pelaksanaan program KLA dipengaruhi oleh beberapa faktor antara

lain, faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap

* http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97%3Akota-layak-anak&option=com
(diakses pada selasa 28 Februari, pukul 11.02)



dan faktor struktur birokrasi. Program ini sangatlah bermanfaat bagi
masyarakat khususnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak
anak. Namun dalam pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya
keuangan yang dikeluhkan oleh para implementer, dapat
memperlambat laju pelaksanaan program KLA itu sendiri.’

Beberapa penjelasan dari bagaimana KLA itu dapat terealisasi,
ada beberapa factor yang dapat mendorong KLA itu sendiri. Penelitian
ini melihat dimana keterlibatan pemerintah atau stakeholder dalam
mewujudkan program tersebut. Adapun penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah melihat bagaimana proses pelaksanaan program
tersebut dan penempatan program KLA itu sendiri di kabupaten
lamongan sebagai sarana untuk memberikan ruang atau hak bagi anak.
Seperti, memberikan fasilitas untuk anak, entah itu untuk bermain atau
semacam perpustakaan yang mampu menunjang keahlian bagi anak.

2. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Pusat Studi Wanita LPPM
Unair , Tahun 2008 melalui judul “Studi Operasional Kota Layak
Anak di Kabupaten Sidoarjo” menghasilkan: sebagai sebuah wilayah
uji coba Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi
syarat dari sisi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Ekonomi dan
Sumber Daya Organisasi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya

kebijakan dan program yang ‘sensitive terhadap kebutuhan anak’ dan

® Muhammad Erwin Dianto, Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
di Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta (Jurnal skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2015)
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sangat mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan HAM Anak. ™
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah membangun sistem
organisasi yang mendukung kebijakan dan program Kabupaten Layak
Anak sejak enam tahun yang lalu, yaitu sejak 2002 telah dibentuk
‘Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak’. Secara mikro fungsi
keluarga (Orang Tua) di Kabupaten Sidoarjo juga dapat dikatakan
sudah berkembang kearah sensitive terhadap kebutuhan anak.
Walaupun demikian, sebagian orang tua ternyata belum dapat
memenuhi kebutuhan spesifik anak. Secara umum, orang tua telah
mengerti Hak Asasai Anak dan berpendapat bahwa HAM anak perlu
dipenuhi dan dilindungi. Dari sisi Institusi Sosial, Sekolah-sekolah di
Kabupaten Sidoarjo baik dari tingkat SD hingga tingkat SMA dapat
dikatakan secara relatif mempertimbangkan kepentingan anak dan
memberikan perlindungan pada anak serta memperhatikan hak-hak
Anak. Hal tersebut telah dirintis sejak beberapa tahun yang lalu
melalui kegiatan pelatihan HAM Anak di sekolah-sekolah. Dari aspek
yang terkait dengan kebutuhan infrastuktur yang mendukung
Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan baru
mencapai tahap awal. Beberapa fasilitas taman anak mulai dibangun,
sedangkan program si RIA (Ruang Informasi Anak) baru dimulai di
beberapa kecamatan dan belum sepenuhnya beroperasi.  Dari sisi
penanganan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap anak,

Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten yang mendahului
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pembentukan “crisis center’ untuk perempuan dan anak melalui
pembentukan sebuah lembaga bernama P3A (Pusat perlindungan
Perempuan dan Anak). P3A yang telah berdiri lima tahun ini ternyata
cukup berhasil menangani berbagai kasus pelanggaran HAM dan kasus
kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo
dan sekitarnya. Sebagai lembaga, P3A merupakan sinergi antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan LSM.°
Penelitian ini berfokus pada bagaimana Hak Asasi Manusia
khususnya hak untuk anak itu benar-benar dapat direalisasikan. Selain
itu untuk memberikan peninjauan tentang anak keluarga juga berperan
penting dalam hal ini. P3A didirikan untuk memberikan tempat bagi
perempuan dan anak dimana digunakan sebagai tempat pengaduan
ketika terjadi pelanggaran HAM atau terjadinya kekerasan yang
menimpa perempuan dan anak. Dalam penelitian yang akan saya teliti
program kabupaten kota layak anak, lamongan juga membentuk forum
partisipasi anak (FPA) yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah
layak anak. Dimana ini juga ditujukan untuk membantu menyelesaikan
masalah anak yang tersangkut hukum sehingga dengan adanya FPA
lembaga pengadilan seperti kejaksaan dan kepolisian dapat
bekerjasama untuk menyelesaikan masalah terhadap anak.
3. Jurnal Dwi Kartika Ratri, pada tahun 2014 melalui judul

“Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013

® Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Pusat Studi Wanita LPPM Unair, Studi
Operasional Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo (Penelitian, tahun 2008).
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tentang Kebijakan Kota Layak Anak” . dengan menghasilkan bahwa
implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Probolinggo sudah
berjalan selama 10 bulan sejak disahkannya Peraturan Walikota
Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak
Anak pada Oktober 2013. Dalam kurun waktu tersebut implementasi
kebijakan kota layak anak berjalan cukup baik walau masih jauh dari
kata sempurna namun tidak dapat dikatakan gagal karena dari empat
indikator Edward Ill yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan
struktur  birokrasi tidak terjadi masalah yang serius yang
mengakibatkan pelaksanaan implementasi kebijakan kota layak anak
menjadi terhambat atau terhenti. 1) Pada proses komunikasi masalah
terjadi pada proses penyampaian informasi dimana penyampaian
informasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan namun
belum sampai pada masyarakat sebab hanya beberapa saja yang
mengetahui esensi dari KLA bahkan sebagian besar tidak mengetahui
tentang adanya kebijakan Kota Layak Anak. 2) Berdasarkan segi
sumber daya, pada SDM pelaksana kebijakan Kota Layak Anak
jumlahnya mencukupi namun untuk keahlian masih perlu ditingkatkan.
anggaran tidak ada masalah dan sampai saat ini jJumlahnya mencukupi
namun dinas-dinas belum mencantumkan anggaran khusus untuk
program-program kota layak anak. Fasilitas yang berhubungan dengan
pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak jumlahnya masih sangat

minim ini terkendala oleh waktu pelaksanaan kebijakan Kota Layak
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Anak yang terbilang masih baru. Sumber daya informasi bagi
pelaksana kebijakan sudah mencukupi sebab sosialisasi kebijakan
KLA pada pelaksana dilakukan sudah beberapa kali. Dan untuk
sumber daya kewenangan bagi pelaksana kebijakan cukup baik. 3)
Disposisi ini masih dipermasalahkan oleh pelaksana kebijakan, LSM
serta akademisi di Kota Probolinggo. Kurangnya komitmen dari
pelaksana kebijakan. Dibanding saat proses formulasi kebijakan
komitmen pelaksana kebijakan semakin menurun pada saat kebijakan
telah diimplementasikan. 4) Belum ada Standard Operating Procedures
khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk
pelaksanaan KLA di Kota Probolinggo.’

Dari penelitian diatas, program KLA masih diperlukan banyak
sosialisasi sebab tidak banyak masyarakat yang mengetahui adanya
program tersebut. Begitu halnya dengan penelitian yang akan saya
teliti dimana kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana program KLA
sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya
program tersebut.

4. Jurnal skripsi Faradilla Nissa Safitri, melalui judul “Implementasi
Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Surabaya di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya.” mendeskripsikan implementasi kebijakan

pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya

" Dwi Kartika Ratri, Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun
2013 tentang, Kebijakan Kota Layak Anak (Jurnal Skripsi Mahasiswa Program Studi
IImu Pemerintahan Fakultas llmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2014)
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dapat dilihat dari variabel Disposisi para pelaksana kebijakan Kota
Layak  Anak sudah  cukup  baik  kinerjanya  dalam
mengimplementasikan. Komunikasi menyatakan bahwa terdapat tiga
variable pendukung jalannya implementasi yaitu transmisi, kejelasan
dan konsistensi. Ketiga variable tersebut sebenarnya sudah dijalankan
dengan cukup baik namun masih terdapat kekurangan Dari segi
sumber daya baik pelaksana, penyediaan fasilitas, pemberian informasi
maupun wewenang dapat dikatakan semuanya diimplementasikan
dengan baik. Pada variabel struktur birokrasi, baik pada variable SOP
maupun LSM yang terkait semuanya berjalan dengan cukup sesuai
meskipun dalam hal pelaksanaan SOP. Saran yang diharapkan dapat
bermanfaat bagi Kecamatan Semampir, yaitu: Perlunya meningkatkan
sosialisasi melalui berbagai media atau cara-cara lain, Perlu
diadakanya suatu evaluasi rutin yang bertujuan untuk memperbarui
kurikulum pengajaran di PAUD, gaya pelayanan di bagian pengurusan,
dan penambahan wawasan bagi konselor di pos curhat.®

Penelitian ini, dilihat dari bagaimana kinerja dari birokrasi
untuk mewujudkan KLA. Selain itu juga terkait LSM yang bertugas
dalam mensukseskan program tersebut. Dalam penelitian yang akan
saya teliti, birokrasi terkait program ini sudah menjalankan beberapa
sosialisasi namun masih belum merata. Selain itu tidak ada LSM yang

membantu terkait program ini. Karena program ini dilaksanakan oleh

8 Jurnal skripsi Faradilla Nissa Safitri, Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota
Layak Anak Surabaya di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
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dinas yang sudah ditentukan. Dikatakan sebagai kota layak anak
seharusnya kota ini sudah mampu memberikan fasitisas yang memadai
untuk anak namun, dalam kenyataannya masih minim fasilitas

tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Inovasi Pelayanan Lamongan
Sebagai Kota Layak Anak”. Penelitin ini menggunakan pendekatan
analisis deskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menguraikan

atau menjelaskan secara mendalam tentang variabel tertentu.

Dalam Penelitian kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek
penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.
Metode ini menggunakan analisis proses dan makna lebih di tonjolkan
dalam penelitian kualitatif, penelitian ini juga harus focus kepada
fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Metode penelitian kualitatif merupakan proses atau prosedur

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan,
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menganalisis data deskriptif yang berupa tulisan, ungkapan dan
perilaku manusia yang diamati. Lebih lanjut didefinisikan bahwa
penelitian  kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan manusia dalam lingkungannya yang berhubungan dengan

orang-orang dengan bahasa dan istilah mereka sendiri.

. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menetapkan lokasi
di kabupaten Lamongan dengan alasan: bahwa di Lamongan terdapat
adanya program sebagai Lamongan kota layak anak. Selain itu penulis
juga sudah mengenal kondisi kabupaten Lamongan dengan letak
geografisnya. Adapan pertimbangan yang lainnya adalah karena
program kota layak anak ini merupakan program baru yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Lamongan sebagai salah satu
usaha untuk memberikan perlindungan atau tempat yang aman dan
nyaman untuk anak, juga digunakan untuk memenuhi hak-hak anak

yang wajib diberikan sebagaimana mestinya.

. Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini penulis memilih informan dengan
menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling
merupakan suatu teknik yang multi tahapan, didasarkan pada bola salju
yang dimulai dengan bola salju yang kecil kemudian membesar secara

bertahap karena ada penambahan salju ketika digulingkan dalam
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hamparan salju. Ini dimulai dengan beberapa orang atau kasus
kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan terhadap
responden. Jadi teknik snowball sampling merupakan suatu
pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang
memiliki banyak informasi. Pengambilan sample dilengkapi dengan
penentuan subjek dan objek penelitian, bertujuan untuk memudahkan
peneliti dalam melakukan proses penelitian. Berikut adalah subjek dan

objek penelitian:
a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber
informasi dan memahami objek penelitian.” Maka dalam

penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Seorang staf pegawai badan PPPA (Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten
Lamongan, Bu Zumaroh selaku Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Dua orang pegawai yaitu Bu Sri Utami dan Bapak Ali
selaku pegawai di kantor Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

® Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan llmu Sosial
Lainnya, (Jakarta: Kencana, cetakan kedua, 2008), 76
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3. Ibu Rosidah pengunjung taman di Alun Alun lamongan
yang memanfaatkan fasilitas taman bermain untuk
anaknya.

4. Bapak Ubed selaku security di SMP Negeri 2 Babat
yang bertugas menyeberangkan anak-anak ketika
pulang dan pergi ke sekolah.

5. Dua orang pengunjung taman di desa Kendal
Kecamatan Sekaran yaitu Nova dan Risma yang
memanfaatkan fasilitas bermain anak-anak.

6. Evi Mudrikah Pengunjung di taman Telaga Bandung.

b. Objek Penelitian

Sedangkan objek penelitian ini adalah inovasi
pelayanan lamongan sebagai kota layak anak. Dengan
mempertanyakan pelayanan yang diberikan atau terobosan
baru yang menunjang lamongan layak dikatakan sebagai kota
layak anak beserta hambatan yang menjadi kendala untuk

memenuhi kota layak anak di lamongan.

Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Data Primer
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Menurut Johanes Supranto bahwa yang dimaksud
dengan data primer ialah data yang dikumpulkan sendiri oleh
perorangan atau suatu organisasi langsung melalui objeknya,
yakni data yang didapakan peneliti darihasil wawancara.'
Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan
memberikanpertanyaan langsung secara lisan dengan informan
guna untuk memperoleh keterangan dalam mendukung data

yang terkumpul.
a. Data Sekunder

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung
didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data
sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data
laporan yang sudah tersedia. Data ini digunakan sebagai
penunjang data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari
hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku,
jurnal, artikel, Koran online, browsing data internet, dan

berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi.
8. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mencari realitas kebenaran maka dibutuhkan

metode di bawah ini dalam penelitian yang dilakukan:

1% Johannes Supranto, Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), 20-21
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a. Metode Observasi

Metode ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara
sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala
psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Metode ini penulis
gunakan untuk memperolen data tentang lokasi, sarana letak

geografis objek penelitian.

b. Pertisipant observer

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti
mengadakan pengamatan terhadap gejala yang diteliti yang
dilaksanakan dalam situasi yang khusus. Obeservasi dalam
penelitian ini adalah peneliti dengan seksama mengamati langsung

objek dan sasaran penelitan.

c. Metode Wawancara
Metode ini adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka
antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat
yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

d. Dokumentasi
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Menurut  Suharsimi  dokumentasi ialah mencri data
mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa
catatan, buku, surat kabar."*

9. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan
dan dokumentasi, dengan cara dikumpulkan menjadi satu sehingga
dapat dengan mudah untuk dipahami. Analisis data dalam penelitian
kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan
setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan
Hubermas mengemukakan bahwa ada tiga aktivitas dalam analisis data
kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus
menerus sampai selesai yaitu reduksi data (data reduction), penyajian
data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion).
a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses perangkuman,
pemilihan, pemusatan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian
data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya.

b. Penyajian data

1 Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
135.
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Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, matrik, grafik dan
jaringan. Semua itu digunakan untuk mempermudah peneliti agar
dapatmemahami apa yang disajikan.

c. Penarikan kesimpulan

Kemudian, penarikan kesimpulan berupa konfgurasi utuh
selama penelitian berlangsung kemudian peneliti menganalisis dan
mencari pola, tema persamaan, hal-hal yang sering timbul dan lain
sebagainya yang yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat
tentetif dan setiap kesimpulan yang diletakkan akan terus-menerus
diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan

kokoh.?

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan skripsi ini,

berikut ini adalah sistematika yang terbagi dalam beberapa bab.

BAB |, berisi pendahuluan yang menguraikan gambaran
umum seputar penelitian ini. Yang terdiri dari latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

12 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitin Sosial, (Yogyakarta: 2006) 26.
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konsep, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB Il, menguraikan tentang perspektif teori dan penelitian
yang terdahulu. Perspektif teori memuat penjelasan teoritis sebagai
landasan penelitian, penjabaran disiplin keilmuan sesuai dengan judul
dalam penulisan penelitian ini. Kajian teoritik membahas dua subab

yakni konsep.

BAB Il : setting penelitian. sebagai acuan kegiatan penelitian,
memuat gambaran umum kota penelitian, fokus penelitian, gambaran

umum tempat penelitian.

BAB 1V : deskripsi lokasi penelitian dan pembahasan memuat
gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil

BAB V : Berisi tentang penutup yakni kesimpulan dan saran.



